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Abstrak: Sejalan dengan semangat paradigma pembangunan di era otonomi
yang mengakui kesetaraan proporsi sektor masyarakat dengan sektor negara
dan swasta sebagai stakeholders pembangunan, maka aksi-aksi pemberdayaan
masyarakat menjadi signifikan dilakukan. Hal ini disadari keyakinan jika
masyarakat menunjukan tingkat emansipasi yang tinggi dalam segala kegiatan
pembangunan, maka secara tidak langsung mereka telah memperkuat
kemampuan bangsanya sendiri dalam menghadapi dinamika perubahan pada
lingkup regional maupun global. Dari sini upaya pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat seharusnya menjadi bagian integral dari upaya
suatu bangsa dalam rangka memperbaiki tingkat inisiasi, peran serta atau
partsipasi dan emansipasi para warganya dalam program pembangunan.

Kata-kata kunci: Pemberdayaan, pendampingan sosial, partisipasi.

Sebagai sebuah wacana dalam ilmu sosial pada umumnya dan studi
pembangunan pada khususnya pemberdayaan masyarakat menempati arti
tersendiri. Hal ini didasarkan pada debat kontemporer mengenai proses
pembangunan sejak dipertanyakannya perspektif modernisasi dalam
pembangunan yang sarat akan kepentingan negara “maju”. Pemberdayaan
masyarakat menjadi sebuah spirit dalam paradigma pembangunan yang tidak
lagi delivered dimana direncanakan oleh “atas” atau bahkan mengikuti pola
“barat”, tetapi sebuah pembangunan yang berwarna people centered.
Dengan berkembangnya gagasan-gagasan dalam teori depensia (Bernstein,
dalam, Halim 2005).

Sejalan dengan semangat paradigma pembangunan di era otonomi yang
mengakui kesetaraan proporsi sektor masyarakat, sektor negara dan swasta
sebagai  stakeholders pembangunan, maka aksi-aksi pemberdayaan
masyarakat menjadi signifikan dilakukan. Hal ini disadari keyakinan jika
masyarakat menunjukan tingkat emansipasi yang tinggi dalam segala kegiatan
pembangunan, maka secara tidak langsung mereka telah memperkuat
kemampuan bangsanya sendiri dalam menghadapi dinamika perubahan pada
lingkup regional maupun global. Dari sini upaya pengembangan dan
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pemberdayaan masyarakat seharusnya menjadi bagian integral dari upaya
suatu bangsa dalam rangka memperbaiki tingkat inisiasi, peran serta atau
partsipasi dan emasipasi para warganya dalam program pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat dalam sudut pandang yang lain dapat
ditafsirkan sebagai stategi pilihan dalam konteks pembangunan alternatif.
Munculnya konsep pembangunan alternatif dalam diskursus pembangunan
sebagai reaksi terhadap kelemahan model pembangunan konvensional (pro-
pertumbuhan ekonomi) dalam mengatasi problem kemiskinan, menjaga
kelestarian lingkungan serta memecahkan aneka problem sosial yang
menghimpit masyarakat. (Zubaedi, 2007).

Pemberdayaan masyarakat dapat memberikan akses kepada
masyarakat, lembaga dan organisasi masyarakat dengan memperoleh dan
memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kualitas kehidupannya,
karena penyebab ketidakberdayaan masyarakat disebabkan oleh keterbatasan
akses, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan serta adanya kondisi
kemiskinan yang dialami oleh sebagian masyarakat. (Suhartini dkk, 2005)

Pola pemberdayaan yang komprehensif mengharuskan bagi semua
komponen yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat miskin untuk
melakukan perubahan dalam segala sisi kehidupannya. Pendekatan yang
dilakukan dalam memberdayakan masyarakat miskin melalui pendekatan
battom up dimana pada tataran pelaksanaan dilapangan dilakukan melalui
inisiatif dan aspirasi dari masyarakat. Pemberdayaan masyarakat paradigma
pemberdayaan masyarakat inilah yang mengisyaratkan perlunya memam-
pukan masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri.

Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Konsep Dasar dan Indikator

Pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), secara konseptual
berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide
utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan.
Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat
orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan
minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan
berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa
kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah.
(Suharto, 2006).

Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas.
Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam
konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial.
Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan
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pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses
perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain,
kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua
hal: Pertama, bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat
berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun; dan
Kedua, bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada
pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok
rentan dan lemah dan tidak memiliki akses sehingga mereka memiliki
kekuatan atau kemampuan dalam berbagai dimensi kehidupannya. Suharto
(2006) melihat dimensi-dimensi tersebut adalah (a) memenuhi kebutuhan
bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan,
bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan (b) menyangkut sumber-sumber
produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatanya
dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan (c)
berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang
mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah
banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia
barat. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Sosial di Kopenhagen
Tahun 1992 juga telah memuatnya dalam berbagai kesepakatannya. Namun,
upaya mewujudkannya dalam praktik pembangunan tidak selalu berjalan
mulus. Banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan mungkin
tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan
terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi. Mereka yang
berpegang pada teori-teori pembangunan model lama juga tidak mudah untuk
menyesuaikan diri dengan pandangan-pandangan dan tuntutan-tuntutan
keadilan.

Lebih lanjut, disadari pula adanya berbagai bias terhadap proses
pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradigma baru pembangunan.
Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi
yang merangkum nilai-nilai sosial dan ekonomi. Konsep ini yang
mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people-
centered, participatory, empowering, and sustainable” (Chambers, dalam
Kartasasmita, 1996).

Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model
pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini
dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: Pertama; bahwa proses
pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi;
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kedua; pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat
pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran; ketiga kekuasaan akan
membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem
hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi;
dan keempat pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum
dan ideologi secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat,
yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.

Dalam konsep pemberdayaan, manusia adalah subyek dari dirinya
sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan
kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau
memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk
menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan
harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat
merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi
kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat
senantiasamenyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat
sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai
pihak yang memberdayakan.

Mubyarto (1998) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan
ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada
pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang
berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan
jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan
lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk
meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi
sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan
keterbelakangan. Dengan kata lain pekerjaan memberdayakan adalah
memampukan serta memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses,
pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan
atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-
individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka
pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh
sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki
kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti
memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata
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pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam
melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Kelompok Lemah dan Ketidakberdayaan
Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyara-
kat dan kelompok lemah lainnya. Mereka adalah kelompok yang pada
umumnya kurang memiliki keberdayaan. Oleh karena itu, untuk melengkapi
pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai
kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. Beberapa kelompok
yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meli-
puti: a) Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender,
maupun etnis; b) Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan
remaja, penyandang cacat, masyarakat terasing; c¢) Kelompok lemah secara
personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga.
Kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam
suatu masyarakat, seperti masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok
minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, serta para penyandang cacat,
adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan. Keadaan dan perilaku
mereka yang berbeda dari ‘keumuman’ kerapkali dipandang sebagai ‘deviant’
(penyimpang). Mereka seringkali kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai
orang yang malas, lemah, yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal
ketidakberdayaan mereka seringkali merupakan akibat dari adanya
kekurangadilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu.
Menurut Berger dan Nenhaus dan Nisbet (Suharto, 1997), ‘struktur-
struktur penghubung’ (mediating structures) yang memungkinkan kelompok-
kelompok lemah mengekspresikan aspirasi dan menunjukkan kemampuannya
terhadap lingkungan sosial yang lebih luas, kini cenderung melemah. Mun-
culnya industrialisasi yang melahirkan spesialisasi kerja dan pekerjaan mobile
telah melemahkan lembaga-lembaga yang dapat berperan sebagai struktur
penghubung antara kelompok masyarakat lemah dengan masyarakat luas.
Organisasi-organisasi sosial, lembaga-lembaga keagamaan (mesjid,
gereja), dan lembaga keluarga yang secara tradisional merupakan lembaga
alamiah yang dapat memberi dukungan dan bantuan informal, pemecahan
masalah dan pemenuhan kebutuhan para anggotanya, cenderung semakin
melemah peranannya. Oleh karena itu, seringkali sistem ekonomi yang
diwujudkan dalam berbagai bentuk pembangunan proyek-proyek fisik, selain
di satu pihak mampu meningkatkan kualitas hidup sekelompok orang, juga
tidak jarang malah semakin meminggirkan kelompok-kelompok tertentu
dalam masyarakat.
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Menurut Kieffer (1984:9), ketidakberdayaan yang dipersepsi ini
merupakan hasil dari pembentukan interaksi terus menerus antara individu
dan lingkungannya yang meliputi kombinasi antara sikap penyalahan diri
sendiri, perasaan tidak dipercaya, keterasingan dari sumber-sumber sosial
dengan perasaan tidak mampu dalam perjuangan politik. Solomon (1979)
melihat bahwa ketidakberdayaan dapat bersumber dari faktor internal maupun
eksternal. Menurutnya, ketidakberdayaan dapat berasal dari penilaian diri
yang negatif; interaksi negatif dengan lingkungan, atau berasal dari blokade
dan hambatan yang berasal dari lingkungan yang lebih besar (Suharto,
1997:213-214). Lebih lanjut dikatakan: pertama, ketidakberdayaan dapat
berasal dari adanya sikap penilaian negatif yang ada pada diri seseorang yang
terbentuk akibat adanya penilaian negatif dari orang lain. Misalnya wanita
atau kelompok minoritas merasa tidak berdaya karena mereka telah
disosialisasikan untuk melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang tidak
memiliki kekuasaan setara dalam masyarakat; kedua, ketidakberdayaan dapat
bersumber dari pengalaman negatif dalam interaksi antara korban yang
tertindas dengan sistem di luar mereka yang menindasnya. Sebagai contoh,
wanita atau kelompok minoritas seringkali mengalami pengalaman negatif
dengan masyarakat di sekitarnya. Pengalaman pahit ini kemudian menimbul-
kan perasaan tidak berdaya, misalnya rendah diri, merasa tidak mampu,
merasa tidak patut bergabung dengan organisasi sosial dimana mereka
berada; ketiga, lingkungan luas dapat menghambat peran dan tindakan kelom-
pok tertentu. Situasi ini dapat mengakibatkan tidak berdayanya kelompok
yang tertindas tersebut dalam mengekpresikan atau menjangkau kesempatan-
kesempatan yang ada di masyarakat. Misalnya kebijakan yang diskriminatif
terhadap kelompok dalam memperoleh pekerjaan dan pendidikan.

Syamsulbahri (dalam, Ali Azis dkk: 2005) mengemukakan beberapa
faktor ketidak berdayaan masyarakat masing-masing: pertama, seorang
termasuk tidak berdaya kalau ia miskin, tingkat pendapatannya tidak
mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang antara lain
meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan; kedua,
upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yang tidak berdaya lebih
lanjut akan semakin sulit karena penduduk miskin yang tersisa adalah yang
paling rendah kemampuanya untuk dapat menolong diri dan sulit dijangkau;
ketiga, profil rumah tangga dan wilayah miskin ada pada kita mengidentifi-
kasikan bahwa penanggulangan kemiskinan dipedesaan dan perkotaan perlu
dibedakan programnya, kegiatan dan bentuk bantuan yang dilaksanakan;
keempat, keberhasilan dan efektivitas program pemberdayaan masyarakat
dalam menyangkau orang miskin ditentukan oleh keterpaduan dalam peren-
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canaan dan pelaksanaan berbagai anti kemiskinan. Pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan harus berisi pedoman tentang peningkatan dan
penyempurnaan program, peningkatan desentralisasi dan otonom dalam
pengambilan keputusan serta peningkatan peran serta masyarakat secara aktif
dengan pendampingan yang efektif; kelima, masalah kemiskinan tidak
terlepas dari masalah yang lebih besar yaitu masalah ketimpangan wilayah
dan antar golongan penduduk.

Pendekatan Pemberdayaan

Menurut Ife (1995: 61-64), pemberdayaan memuat dua pengertian
kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan
bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan
kekuasaan atau penguasaan klien atas: 1) Pilihan-pilihan personal dan kesem-
patan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan
mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan; 2) Pendefinisian kebutuhan:
kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginan-
nya; 3) Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan
gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan; 4)
Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempenga-
ruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendi-
dikan, kesehatan; 5) Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-
sumber formal, informal dan kemasyarakatan; 6) Aktivitas ekonomi: kemam-
puan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan
pertukaran barang serta jasa; 7) Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya
dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan di atas
dicapai melaui penerapan pendekatan pemberdayaan. Parsons, et al., (1994)
menyatakan, bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara
kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses
pemberdayaan terjadi dalam relasi satu-lawan-satu antara pekerja sosial dan
klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan
seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien,
hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan.

Karenanya, dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat
dilakukan melalui tiga pendekatan: mikro, mezzo, dan makro. Pendekatan
Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui
bimbingan, konseling, stress management. Tujuan utamanya adalah membim-
bing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model
ini sering disebut sebagai Pendekatan yang  Berpusat pada Tugas.
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Pendekatan Mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien.
Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media
intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya
digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan,
keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan
permasalahan yang dihadapinya. Dalam hal ini masyarakat tidak sekesar
sebagai obyek melainkan masyarakat diberi ruang gerak yang sangat luas
dalam menyampaikan segala permasalahan yang dihapinya. Pendekatan
Makro, pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (large-
system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan
yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi
sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah
beberapa strategi dalam pendekatan ini. Pendekatan ini memandang klien
sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi
mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat
untuk bertindak.

Dubois dan Miley (1992) memberi beberapa cara atau teknik yang
lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat:
pertama, membangun relasi pertolongan yang: (a) merefleksikan respon
empati; (b) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri
(self-determination); (c) menghargai keberbedaan dan keunikan individu; (d)
menekankan kerjasama klien (client partnerships); kedua, —membangun
komunikasi yang: (a) menghormati martabat dan harga diri klien; (b)
mempertimbangkan keragaman individu; (c) berfokus pada klien; (d) menjaga
kerahasiaan klien; ketiga, terlibat dalam pemecahan masalah yang: (a)
memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah;
(b) menghargai hak-hak klien; (c) merangkai tantangan-tantangan sebagai
kesempatan belajar; (d) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan
evaluasi; keempat, mereflesikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial
melalui: (a) ketaatan terhadap kode etik profesi; (b) keterlibatan dalam
pengembangan profesional, riset, dan perumusan kebijakan; (c) penterjemah-
an kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik; (d) penghapusan
segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Strategi Pemberdayaan

Dalam kaitannya dengan masyarakat miskin, kelima aspek
pemberdayaan tersebut dapat dilakukan melalui lima strategi pemberdayaan
yang dapat disingkat menjadi 5 (lima) P yaitu: Pemungkinan, Penguatan,
Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan (Suharto, 1997:218-219):
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Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi
masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu
membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang
menghambat. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang
dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap
kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang
kemandirian mereka. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama
kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat,
menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat)
antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok
kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada peng-
hapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak mengun-tungkan
rakyat kecil. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar
masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehi-
dupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar
tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan
terpinggirkan. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap
terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam
masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseim-
bangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Pendampingan Sosial dan Pemberdayaan

Pendampingan sosial merupakan suatu strategi yang sangat menentukan
keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prisip
pekerjaan sosial, yakni membantu orang agar membantu dirinnya sendiri.
Dalam konteks ini peranan pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam
kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyempuh atau pemecah
masalah (problem solver) secara langsung. (Suharto, 20006).

Suharto (2006) merumuskan kegiatan serta proses pendampingan
sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang dapat di-
singkat dalam akronim 4P, yakni: pemungkinan (enabling) atau fasili-
tasi, penguatan (empowering), perlindungan (protecting), dan pendu-
kungan (supporting): Pemungkinan atau Fasilitasi, merupakan fung-
si yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi
masyarakat. Beberapa tugas pekerja sosial yang berkaitan dengan fungsi
ini antara lain menjadi model (contoh), melakukan mediasi dan
negosiasi, membangun konsensus bersama, serta melakukan mana-
jemen sumber. Penguatan, fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan
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pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (capacity building).
Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif
dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar
gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang
didampinginya. Perlindungan, fungsi ini berkaitan dengan interaksi
antara pendamping dengan lembagalembaga eksternal atas nama dan
demi kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat
bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan
media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan
kerja. Fungsi perlindungan juga menyangkut tugas pekerja sosial sebagai
konsultan, orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan
masalah. Pendukungan, pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi
manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu
melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan
dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok,
menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari serta mengatur
sumber dana.

Peran Pekerja Sosial

Mengacu pada Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994), ada
beberapa peran pekerjaan sosial dalam pembimbingan sosial. Lima peran di
bawah ini sangat relevan diketahui oleh para pekerja sosial yang akan
melakukan Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan "fasilitator" sering
disebut sebagai "pemungkin" (enabler). Keduanya Dbahkan sering
dipertukarkan satu-sama lain. Seperti dinyatakan Parsons, Jorgensen dan
Hernandez (1994:188), "The traditional role of enabler in social work
implies education, facilitation, and promotion of interaction and action.”

Pengertian ini didasari oleh visi pekerjaan sosial bahwa "setiap
perubahan terjadi pada dasarnya dikarenakan oleh adanya usahausaha klien
sendiri, dan peranan pekerja sosial adalah memfasilitasi atau memungkin-
kan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan
disepakati bersama (Parsons, Jorgensen dan Hernandez, 1994).

Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994:190-203) memberikan
kerangka acuan mengenai tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh pekerja
sosial: Mendefinisikan keanggotaan atau siapa yang akan dilibatkan dalam
pelaksanaan kegiatan; mendefinisikan tujuan keterlibatan; mendorong
komunikasi dan relasi, serta menghargai pengalaman dan perbedaan-
perbedaan; memfasilitasi keterikatan dan kualitas sinergi sebuah sistem:
menemukan kesamaan dan perbedaan; memfasilitasi pendidikan: memba-
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ngun pengetahuan dan keterampilan; memberikan model atau contoh dan
memfasilitasi pemecahan masalah bersama: mendorong kegiatan kolektif;
mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dipecahkan; memfasilitasi
penetapan tujuan; merancang solusi-solusi alternatif; mendorong pelaksanaan
tugas; memelihara relasi sistem; memecahkan konflik.

Selanjutnya bagaimana peran pekerja sosial dalam melakukan
pendampingan sehingga masyarakat miskin benar-benar memiliki kemam-
puan untuk berkompetitif dengan masyarakat lainnya. Suharto (2006) melihat
hal ini dalam beberapa dimensi yakni, pekerja sebagai “broker, mediator,
pembela dan pelindung”.

Pekerja Sosial Sebagai Broker

Dalam konteks pendampingan sosial, peran pekerja sosial sebagai
broker tidak jauh berbeda dengan peran broker di pasar modal. Seperti halnya
di pasar modal, terdapat klien atau konsumen. Namun demikian, pekerja sosial
melakukan transaksi dalam pasar lain, yakni jaringan pelayanan sosial.
Pemahaman pekerja sosial yang menjadi broker mengenai kualitas pelayanan
sosial di sekitar lingkungannya menjadi sangat penting dalam memenuhi
keinginan kliennya memperoleh "keuntungan" maksimal.

Dalam proses pendampingan sosial, ada tiga prinsip utama dalam
melakukan peranan sebagai broker, mampu mengidentifikasi dan melokalisir
sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat. Mampu menghubungkan
konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten mampu mengevaluasi
efektivitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan klien.

Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan makna broker seperti telah
dijelaskan di muka. Peranan sebagai broker menghubungkan klien dengan
barang-barang dan pelayanan dan mengontrol kualitas barang dan pelayanan
tersebut. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran
sebagai broker, yaitu: menghubungkan (/inking), barang-barang dan
pelayanan (goods and services) dan pengontrolan kualitas (quality
control).

Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994:226-227) menerangkan
ketiga konsep tersebut masing-masing: Pertama; Linking adalah proses
menghubungkan orang dengan lembaga-lembaga atau pihak-pihak
lainnya yang memiliki sumber-sumber yang diperlukan. Linking juga
tidak sebatas hanya memberi petunjuk kepada orang mengenai sumber-
sumber yang ada. Lebih dari itu, juga meliputi memperkenalkan klien
dan sumber referal, tindak lanjut, pendistribusian sumber, dan
menjamin bahwa barang-barang dan jasa dapat diterima oleh klien.
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Kedua; Goodss adalah barang-barang yang nyata, seperti makanan,
uang, pakaian, perumahan, obat-obatan. Sedangkan services mencakup
keluaran pelayanan lembaga yang dirancang untuk memenuhi
kebutuhan hidup klien, semisal perawatan kesehatan, pendidikan,
pelatihan, konseling, pengasuhan anak dan yang ketiga; Quality Control
adalah proses pengawasan yang dapat menjamin bahwa produk-produk
yang dihasilkan lembaga memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
Proses ini memerlukan monitoring yang terus menerus terhadap lembaga
dan semua jaringan pelayanan untuk menjamin bahwa pelayanan memiliki
mutu yang dapat dipertanggungjawabkan setiap saat.

Selanjutnya dalam melaksanakan peran sebagai broker, ada dua
pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki pekerja sosial: 1)
Pengetahuan dan keterampilan melakukan asesmen kebutuhan masyara-
kat (community needs assessment), yang meliputi: (a) jenis dan tipe
kebutuhan, (b) distribusi kebutuhan, (c) kebutuhan akan pelayanan, (d)
pola-pola penggunaan pelayanan, dan (e) hambatan-hambatan dalam
menjangkau pelayanan. 2) Pengetahuan dan keterampilan membangun
konsorsium dan jaringan antar organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk (a)
memperjelas kebijakan-kebijakan setiap lembaga, (b) mendefinisikan peranan
lembaga-lembaga, (c) mendefinisikan potensi dan hambatan setiap lembaga,
(d) memilih metode guna menentukan partisipasi setiap lembaga dalam
memecahkan masalah sosial masyarakat, (¢) mengembangkan prosedur
guna menghindari duplikasi pelayanan, dan (f) mengembangkan prosedur
guna mengidentifikasi dan memenuhi kekurang-an pelayanan sosial.

Pekerja Sosial sebagai Mediator

Pekerja sosial sering melakukan peran mediator dalam berbagai
kegiatan pertolongannya. Peran ini sangat penting dalam paradigma
generalis. Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat
perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai
pihak. Lee dan Swenson (1986) memberikan contoh bahwa pekerja sosial
dapat memerankan sebagai "fungsi kekuatan ketiga" untuk menjembatani
antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran
mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga,
serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-upaya
yang dilakukan pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai "solusi
menang-menang” (win-win solution). Hal ini berbeda dengan peran seba-
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gai pembela di mana bantuan pekerja sosial diarahkan untuk memenang-
kan kasus klien atau membantu klien memenangkan dirinya sendiri.

Commpton dan Galaway (1989:511) memberikan beberapa teknik
dan keterampilan yang dapat digunakan dalam melakukan peran
mediator: mencari persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat
konflik; membantu setiap pihak agar mengakui legitimasi kepentingan pihak
lain; membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi
kepentingan bersama; hindari situasi yang mengarah pada munculnya
kondisi menang dan kalah; berupaya untuk melokalisir konflik ke dalam isu,
waktu dan tempat yang spesifik; membagi konflik kedalam beberapa isu;
membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mengakui bahwa mereka
lebih memiliki manfaatjika melanjutkan sebuah hubungan ketimbang
terlibat terus dalam konflik; memfasilitasi komunikasi dengan cara
mendukung mereka agar mau berbicara satu sama lain; gunakan
prosedur-prosedur persuasi.

Pekerja Sosial Sebagai Pembela

Seringkali pekerja sosial harus berhadapan sistem politik dalam rangka
menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan oleh klien atau dalam
melaksanakan tujuan-tujuan pendampingan sosial. Manakala pelayanan dan
sumber-sumber sulit dijangkau oleh klien, pekerja sosial haru memainkan
peranan sebagai pembela (advokat). Peran pembelaan atau advokasi
merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan
kegiatan politik. Peran pembelaan dapat dibagi dua: advokasi kasus
(case advocacy) dan advokasi kausal (Cause advocacy) (Dubois dan
Miley, 1992; Parsons, Jorgensen dan Hernandez, 1994).

Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang
klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus.
Pembelaan kausal terjadi manakala klien yang dibela pekerja sosial
bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat.

Pekerja Sosial Sebagai Pelindung

Tanggungjawab pekerja sosial terhadap masyarakat didukung oleh
hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pekerja sosial untuk
menjadi pelindung (protector) terhadap orang-orang yang lemah dan
rentan. Dalam melakukan peran sebagai pelindung (guardian role), pekerja
sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan
populasi yang berisiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup
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penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut hal-hal: (a)
kekuasaan, (b) pengaruh, (c) otoritas, dan (d) pengawasan sosial.

Berdasarkan pengalaman di lapangan, kegiatan pendampingan
sosial seringkali dilakukan atau melibatkan dua strategi utama, yakni
pelatihan dan advokasi atau pembelaan masyarakat. Pelatihan dilakukan
terutama untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan
masyarakat mengenai hak dan kewajibannya serta meningkatkan keteram-
pilan keluarga dalam mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan hidup-
nya. Sedangkan advokasi adalah bentuk keberpihakan pekerja sosial
terhadap kehidupan masyarakat yang diekspresikan melalui serangkaian
tindakan politis yang

Simpulan

Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana masyarakat diharapkan
menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan
pembangunan serta ikut memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi
oleh lembaga-lembaga dalam masyarakat. Pemberdayaan menekankan bahwa
orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup
untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi
perhatiannya

Pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya
manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan
keinginan masyarakat. Masyarakat menentu-kan jenis usaha, kondisi wilayah
yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari,
oleh dan untuk masyarakat setempat. Pendampngan sosial merupakan suatu
strategi yang menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.
Sebab dalam pendampingan sosial memiliki prinsip pekerjaan sosial yaitu
membantu orang agar dapat membantu dirinya sendiri.

Pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya
partisipasi publik yang kuat. Dalam kaitan dengan pendampingan sosial,
maka pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitas sebagai
pendamping bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah secara
langsung. Pemberdayaan mayarakat angat membutuhkan komitemen dari
berbagai elemen masyarakat termasuk para elit kekuasaan dengan
mengedepankan banwa peberdayaan masyarakat merupakan tugas yang
utama dari elit untuk mengurangi tingkat kemiskinan dalam masyarakat.
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